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ABSTRAK

KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI
DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN DELI
SERDANG

Oleh:

FEBY VERONIKA DAMANIK

1603100110

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang didirikan
atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dibentuknya badan usaha milik desa ini pemerintah desa berharap dapat
meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk untuk
mengetahui koordinasi kelembagaan perangkatan desa dalam pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan adalah metode penelitian
deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Kelembagaan Perangkat
Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pasar V Kebun
Kelapa masih belum berjalan dengan baik. Peneliti menemukan adanya kurang
kerjasama antara perangkat desa yang mengelola Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) . selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang
memadai. Simpulan dari penelitian ini adalah kerjasama dan koordinasi kelembagaan
perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pasar V
Kebun Kelapa belum berjalan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Koordinasi, Kelembagaan, Kelembagaan Perangkat Desa, Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes)
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk
dan dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri
dan profesional. BUMDes digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan mendorong
terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas
ekonomi bagi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dimana seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal
dari kekayaan desa. BUMDes lahir harus berdasarkan kehendak seluruh warga desa
yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes), mulai dari nama lembaga,

pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan.

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas
penting bagi pemerintah dimana desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan
memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan
bermartabat. Dalam Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun
Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam

Kerangka Negara Kesatuan”.

Dengan dibentuknya badan usaha milik desa ini pemerintah desa berharap

dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan



meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes diharapkan dapat menstimulus
masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan
desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa
untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa.
Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan

berwirausaha (Sayuti 2011:717).

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan
harapan UU Desa dan Nawa Cita. Dalam konteks tersebut BUMDes diposisikan
sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita, meliputi:(a) BUMDes
merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa;(b) BUMDes merupakan salah satu
strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha
ekonomi desa yang bersifat kolektif;(c) BUMDes merupakan salah satu strategi
kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa;(d)
BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan

menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Dalam perjalanannya BUMDes ada yang sukses namun ada pula yang
berjalan ditempat atau gagal dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali.
Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha
yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. Peran stakeholder

sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan BUMDes.



Pada PP No. 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai
wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi
tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Desa memasuki
era self governing community dimana desa memiliki otonomi dan perencanaan,
pelayanan publik, dan keuangan. Maka desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra
desa (kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat). Untuk itu tumpuan dinamika
kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong
terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan

mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Efektivitas pengelolaan BUMDes sangat mempengaruhi  kehidupan
masyarakat desa dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal dasar yang
dicita-citakan BUMDes adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Hal
itu pula yang menjadi pendorong pemerintah di Desa Pasar V Kebun Kelapa untuk

menjalankan BUMDes secara efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Pasar V Kebun Kelapa
terdapat satu BUMDes yang dimiliki olenh Desa Pasar V Kebun Kelapa, yaitu
“BUMDes PALAPA” dengan unit usaha yang dilakukan yaitu Usaha Peternakan.
Untuk mewujudkan desa mandiri diharapkan kerjasama stakeholder yang terlibat
untuk bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari BUMDes, dalam hal ini

Pemerintah Desa harus turut andil dalam pelaksanaannya. Karena keberadaan



BUMDes diyakini akan membawa perubahan besar dibidang ekonomi dan sosial

terkhusus untuk masyarakat desa itu sendiri.

Hal itu didorong oleh visi dari BUMDes Pasar VV Kebun Kelapa yaitu dengan
mengembangkan potensi perekonomian masyarakat desa secara mandiri dan
partisipatif sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama
dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat
diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Terealisasinya fungsi BUMDes akan mewujudkannya visi
dan misi dari pemerintah desa terkhusus dalam hal peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah.

BUMDes “PALAPA” berdiri pada tanggal 04 Juli 2016 dan telah berjalan
kurang lebih selama 3 tahun. BUMDes “PALAPA” memiliki 2 program yaitu
penggemukan dan pengembangbiakan kambing. Dengan adanya usaha penggemukan

kambing sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes, diantaranya meliputi: (a)
kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; (b) pemerintah desa
tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan

(c) tidak berjalannya BUMDes (Hanny, 2016).



Selama BUMDes tersebut berjalan setidaknya ada tiga faktor penghambat
atau permasalahan yang menyebabkan BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa
berjalan kurang efektif. Yang pertama adalah faktor Hukum Alam (Natural Law).
Yaitu adanya cuaca ekstrim yang terjadi, seperti musim kemarau Yyang
berkepanjangan yang menyebabkan kurangnya pasokan makanan (rumput) untuk
ternak kambing. Begitu juga ketika musim hujan, tingkat curah hujan juga cukup
tinggi di desa tersebut. Tentuya hal ini akan mempengaruhi ternak kambing sehingga

didapatkan banyaknya kambing yang sakit dan mati.

Yang kedua, masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara
maksimal hanya salah satu bidang yang masih berjalan, dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam mengembangan bidang usaha yang lain. Sehingga di era
modernisasi saat ini diperlukan strategi dalam mewujudkan kemandirian desa dan
mengentaskan permasalahan ataupun hambatan pelaksanaan BUMDes melalui
sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan

dengan pengembangan inovasi BUMDes.

Kemudian yang ketiga, masih kurangnya koordinasi antara kelembagaan
perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes. Pemahaman perangkat desa terutama
kepala desa mengenai BUMDes terbilang masih kurang. Ini terjadi karena kepala
desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur

pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan



penanggungjawab proyek da program dari atas. Lemahnya pemahaman mengenai
BUMDes itulah yang membuat BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik. Faktor
ketiga inilah yang menjadi fokus penelitian yang akan akan dilakukan peneliti.
Apakah BUMDes sudah dilaksankan sesuai dengan struktur dan SOP atau belum.
Dan apakah ada kemacetan antar lembaga perangkat desa yang menyebabkan

pengelolaan BUMDes menjadi terhambat.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN
BERINGIN DELI SERDANG”

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan
sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti,
mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan di kaji dalam

suatu penelitian.

Sugiyono (2016:35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu
pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-
bentuk rumusan masalah penelitian ini kemudian dikembangkan berdasarkan

penelitian menurut tingkat eksplanasi.



Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini
adalah “Bagaimana koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun kelapa Kecamatan

Beringin™?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa
adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai
sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumusan masalah yang
peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi kelembagaan perangkatan desa
dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun
Kelapa Kecamatan Beringin.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang

berkaitan dengan kemampuan koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam



pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

b. Menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang juga melakukan
dengan judul penelitian yang bersangkutan khususnya di bidang ilmu administrasi

negara.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Desa Pasar V Kebun
Kelapa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin

Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian
BAB II : URAIAN TEORITIS
Pada bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi
penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain: Koordinasi,

Kelembagaan, Kelembagaan Perangkat Desa, BUMDes

BAB IlI : METODE PENELITIAN



Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka
Konsep Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan Penelitian,
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis
Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Lokasi
penelitian.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil
pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.
BAB V : PENUTUP
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan

sasaran-sasaran yang diteliti.



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1. Koordinasi

2.1.1. Pengertian Koordinasi

Erickson (1988:175) berpendapat bahwa koordinasi merupakan daya upaya
untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia.
Koordinasi sebagai tanggung jawab pemimpin untuk melihat bahwa pengoperasian
departemen-departemen, divisi-divisi dan individu-individu yang berada di bawah
kendalinya terintegritas secara tepat untuk memproduksi hasil-hasil yang menunjang

tercapainya sasaran organisasi.

Menurut Stoner (1986:175) koordinasi adalah proses pemaduan tujuan dan
kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam
suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Dengan kata lain,
koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan berbagai unit

organisasi guna mencapai cita-cita organisasi.

2.1.2. Tipe-Tipe Koordinasi
Tambunan (2015:175) mengemukakan koordinasi dapat dibedakan atas dua
tipe, yaitu: 1) Koordinasi Vertikal adalah upaya penyatuan atau pemaduan oleh

seorang pemimpin terhadap kegiatan berbagai unit organisasi yang ada di bawah

10
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kekuasaannya guna mendukung tercapainya tujuan organisasi;2) Koordinasi
Horizontal adalah upaya penyatuan atau pemaduan oleh seorang pemimpin terhadap
kegiatan berbagai unit organisasi yang berada pada tingkat organisasi (posisi/jabatan)
yang setingkat atau sejajar.

a. Pendekatan Untuk Melaksanakan Koordinasi Yang Efektif

Stoner (1986:135) dalam bukunya telah menuliskan ada tiga pendekatan dasar

untuk melaksanakan koordinasi yang efektif, yaitu:

1. Teknik Manajemen Dasar

Permasalahan-permasalahan organisasi melalui tuntutan koordinasi, dapat
ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme manajerial dasar, yaitu: (a) Hirarki
manajerial, artinya rantai komando organisasi menyatakan hubungan diantara para
anggota dan unit-unit yang diawasi, sehingga mempermudah aliran informasi dan
kerja diantara unit-unit yang ada; (b) Aturan dan prosedur, artinya aturan dan
prosedur merupakan kebijakan yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin
yang mungkin akan timbul; dan (c) Rencana dan tujuan, artinya penetapan rencana
dan tujuan dapat menjadi peralatan pengkoordinasian dengan mengarahkan semua

unit organisasi terhadap target-target yang sama.

2. Meningkatkan Koordinasi Potensial
Bila setiap unit organisasi semakin saling ketergantungan, semakin besar

ukurannya, serta fungsinya semakin luas, maka dibutuhkan banyak informasi bagi
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organisasi untuk mencapai sasaran-sasarannya, sehingga perlu ditingkatkan potensi

untuk melakukan koordinasi.

3. Pengurangan Kebutuhan akan Koordinasi

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk membahas pendekatan
pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu: (a) Penyediaan sumber daya tambahan. Hal
ini dapat berupa penambahan tenaga kerja, bahan baku dan ketersediaan waktu yang
cukup, sehingga membantu dalam memenuhi kebutuhan yang maksimal bagi unit-
unit kerja; dan (b) Pembentukan unit-unit tugas yang dapat berdiri sendiri. Hal ini
dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan akan koordinasi.

2.1.3. Tujuan Koordinasi

Siagian (1993:110), tujuan dari koordinasi yakni: 1) Sebagai pencegah konflik
dan kotradiksi; 2) Sebagai pencegah persaingan yang tidak sehat; 3) Sebagai
pencegah pemborosan; 4) Sebagai pencegah kekosongan ruang dan waktu; dan 5)

Sebagai pencegah adanya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan

Dari hal di atas terdapat juga tujuan dilakukannya koordinasi, yakni:

1) Meraih dan menjaga keefektifitasan organisasi seoptimal mungkin dengan
sinkronasi, kebersamaa, keselarasan serta keseimbangan antara aktivitas yang

saling berhubungan.



13

2) Menjalankan pencegahan pada munculnya konflik dan membuat efisiensi yang
optimal pada berbagai kegiatan yang interdependen dengan kesepakatan yang
mengakomodir semua elemen yang berhubungan.

3) Koordinasi berupaya untuk menciptakan dan menjaga supaya suasana dan
perilaku yang ada saling merespon dan mengantisipasi pada setiap unit kerja
baik yang berhubungan atau tidak. Hal ini agar kesuksesan masing-masing unit
tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainya. Untuk itu dibutuhkan
koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

2.1.4. Jenis-jenis Koordinasi
Jenis-Jenis dari koordinasi atau macam-macam koordinasi, antara lain:
1. Koordinasi Internal
Koordinasi internal dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: a) Koordinasi
vertikal, yang mana antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasi secara
struktural ada hubungan hierarki karena satu dengan yang lainnya berada pada satu
garis komando; b)Koordinasi horizontal, yakni koordinasi fungsional yang mana
yang mengkoordinasi mempunyai tingkat eselon yang sama; c) Koordinasi diagonal,
yakni koordinasi fungsional yang mana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan
yang lebih tinggi tingkat eselonnya daripada yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan
yang lainnya tidak berada pada satu garis komando.
2. Koordinasi Eksternal
Koordinasi internal dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu a) Koordinasi

vertikal, merupakan koordinasi yang dijalankan oleh seorang kepala wilayah yang



14

melakukan aktivitas pembangunan antar dinas ataupun antar pimpinan dinas lain,
seperti rapat, staf, rapat kerja dan rapat pimpinan; b) Koordinasi horizontal, yang
mana seorang kepala atau pimpinan selalu berhubungan dengan dinas lain yang
diannggap ada hubungannya atau keterkaitan dengan masalah pembangunan yang
dijalankan dalam wilatah kerjanya
2.2. Kelembagaan
2.2.1. Pengertian Kelembagaan

Kartodihardjo (2006:12), mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem
yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan,
kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan.Kelembagaan mempunyai peran yang
sangat  penting dalam  memecahkan  masalah-masalah  nyata  dalam
pembangunan.Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau
mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu kondisi atau situasi
melalui inovasi dalam hak kepemilikkan, aturan representasi atau batas yurisdik.

Menurut Anantanyu (2011:103), kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola
ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti
kehidupan keluarga, Negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan
kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk sealu bertujuan untuk
memenuhi  berbagai  kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai
fungsi.Lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak
saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan

manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.
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Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik
formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan
manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak
serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada
lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan
sebagainya. Suatu kelembagaan (instiution) baik sebagai suatu aturan main maupun
sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan,
1990 dalam Nasution, 2002) yaitu :

Batas kewenangan ( jurisdictional boundary)

Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas
yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor
produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan
siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

Hak Kepemilikan (Property right)

Konsep property right selalu mengandung makna sosial yang berimpiklasi
ekonomi. Konsep property right atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (right)
dan kewajiban (obligation) dari semua masyarakat perserta yang diatur oleh suatu
peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur
hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang
dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari

masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak
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seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan

(ownership) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.

3. Aturan representasi (Rule of representation)

Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap
performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses
pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh
keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap
anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka
terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang
merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan
sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan
2.2.2. Kelembagaan Perangkat Desa

Kelembagaan perangkat desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa
sebagai mitra Pemerintah Desa. Lemabaga Perangkat Desa mempunyai fungsi : 1.
Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan Kkesatuan masyarakat; 2.
Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada
masyarakat Desa; 3. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; 4. Meningkatkan kesejahteraan

keluarga; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
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2.2.3. Jenis-Jenis Lembaga di Desa

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam
lembaga Desa yakni: (a)Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
(b)Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (c) Lembaga kemasyarakatan; (d) Lembaga

Adat; (e) Kerjasama Antar Desa danBadan Usaha Milik Desa(BUMDes);

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan
lembaga- lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan Pemerinthan Desa., pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing Lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi
tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni: (a) Kedudukan
suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut;
(b) Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraiaian lebih lanjut
dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan

secara efektif oleh lembaga- lembaga desa tersebut.

2.2.4. Kelembagaan Desa dan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan

urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan
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Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan

pembanguna masyarakat desa.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala
pemerintahan desa dan dibantu oleh Perenagkat Desa selaku pembantu tugas- tugas
Kepala Desa. Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari : (a)Unsur staf
(Sekretariat Desa); (b)Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan (c) Unsur

kewilayahan (para Kepala Dusun)

Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur
pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana
teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Dusun),
senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat
hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi
Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta
terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit

kerja Pemerintah Desa.
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2.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2.3.1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya perekonomian desa dan
dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa atau yang
disingkat BUM Desa dalam undang-undang No 6 tahun 2014 didefinisikan sebagai

berikut:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjunya disebut BUM Desa , adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnyakesejahteraan masyarakat Desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang
dikelola olen masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan danpotensi desa. BUMDes
menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan,

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini
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dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan
Nasional (2007:4). BUMDes adalah merupakan badan usaha milik desa yang
didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya,
BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga
merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga
tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat
desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid.
Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang

mengikat seluruh anggota (one for all).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan
Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa.
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Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan

Usaha MilikDesa (BUMDes) diantaranya yaitu:

a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan
institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari
pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.

c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan
menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif

Desa.

2.3.2. Syarat pembentukan BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan

Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah
warga desa.

2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
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3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan
pokok.

4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal,
terutama kekayaan desa

5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.

6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga
masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

2.3.3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 1) Undang-undang No. 6 tahun 2014
tentang Desa pasal 87-90: 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian,
pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 3) Peraturan

Desa di tiap Desa.

2.3.4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan
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pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa tujuan
pendirian BUM Desa sebagai berikut: 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2.
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3.
Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4.
Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan
umum warga; 6. Membuka lapangan Kkerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi Desa; 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli

Desa.

Pendirian dan pengeloaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan
perwujudan dari pengeloaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara
kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.Oleh
karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha milik desa
tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk

mencapai tujuan BUM Desa.

2.3.5. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan
menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari

masyarakat dan Pemerintah Desa. Meskkipun demikian, tidak menutup kemungkinan
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BUMDess dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah
Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke

tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisir
diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif
terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan
pelepasan uang, menciptkan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan
pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu
mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat

mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Dalam pengelolaan BUMDes terdapat enam prinsip yang harus dipahami
bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa agar dalam

pengimplementasian program-program BUMDes akan berjalan dengan baik.

Enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes aitu (Purnomo 2016):

1. Kooperatif, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam BUMDes haruslah
mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan
hidup usahanya.

2. Partisipatif, yaitu dalam pengelolaan BUMDes masyarakat desa yang ada secara
sukarela atau diminta dapat memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat

mendorong kemajuan usaha.
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. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus
diperlakukan sama tanpa memndang golongan,, suku dan agama.

. Transparan, yaitu aktivitas yang memepengaruhi kepentingaan masyarakat
umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan
terbuka.

. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis maupun administratif.

. Sustainable, yaitu usaha yang ada harus dapat dikembangkan dan dilestarikan

oleh masyarakat dalam wadah BUMdes.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara
ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian
adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.
Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciriciri keilmuan yaitu
rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan
bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1.Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan ini adalah
metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2003:23) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel lainnya.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dengan menuturkan data yang
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bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi
didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel,

perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lainlain.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk
mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejalah yang ada, yaitu keadaan
gejalah menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Tujuan dari
deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini, pada
penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling hubungan

antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

3.2.Kerangka Kosep

Gambar 3.1.

1. Kurangnya koordinasi dan Pendekatan Dalam Pelaksanaan
kerjasama antara kelembagaan Koordinasi Yang Efektif Menurut
perangkat desa Stoner (1986):

2. Dampak dibangunnya BUMDes
tidak terlalu signifikan dalam »| 1. Teknik Manajemen Dasar
pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Potensial

3. Dibangunnya BUMDes tidak 3. Penyediaan Sumber Daya Tambahan
terlalu  berkontribusi  dengan 4, Pembentukan Unit-Unit Tugas Yang
pendapatan desa Dapat Berdiri Sendiri

yY

\ 4

Kemampuan Koordinasi Koordinasi Kelembagaan Perangkat
Kelembagaan Perangkat Desa Desa Dalam Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa
Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan
Beringin Kabupaten Deli Serdang

Dalam Pengelolaan Badan Usaha |,
Milik Desa (BUMDes) di Desa
Pasar V Kebun Kelapa berjalan

dengan baik dan lebih
termanajemen dengan baik
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3.3.Defenisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengerian atau ciri-ciri yang berkaitan peristiwa,
objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan
untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan
menyamankan persepsi tentang apa yang akan diteliti secara mendasar dan
menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah

pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai
ciri yang sama orang mewakili konsep mampu mengdakan abstraksi terhadap objek-
objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak

berperaga. Konsep juga dapat diambangkan dalam bentuk suatu kata (Bahri, 2008).

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai

berikut:

a. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan
jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang

telah ditentukan.

b. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas

yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga,
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Negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta
tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk sealu bertujuan untuk

memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi.

c. Kelembagaan Perangkat Desa adalah wadah partisipasi masyarakat desa

sebagai mitra Pemerintah Desa.

d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan defenisi konsep tersebut, maka dalam definisi ini hanya akan
menggambarkan tentang koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan

BUM Desa.

3.4.Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian
pendukung untuk analisis data variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini

adalah:

1. Adanya kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan
BUMDes

2. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
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3. Adanya penyertaan modal
4. Adanya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra
pemerintah desa

3.5.Informan

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan untuk narasumber adalah
informan. Sebagai salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan
dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai

persoalan penelitian ini.

Dalam penelitian ini informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 4

(empat) orang, antara lain:

1. Kepala Desa Pasar VV Kebun Kelapa : H. Sumantri, S.Sos.I

2. Pengurus BUMDes Pasar V Kebun Kelapa : Ayu

3. Masyarakat : Wahyuni

4. Masyarakat : Hery

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini

adalah :
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1. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk
menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh penulis yang berasal dari hasil wawancara, yaitu dengan melakukan
tanya jawab secara langsung anggaran untuk memperoleh informasi mengenai
objek penelitian yang sesuai dengan judul yang penulis ambil.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada
perusahaan dan dari sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini
diperoleh penulis dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari
buku-buku dan mengumpulkan data dari literatur-literatur serta sumber lain yang

berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

3.7.Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalampenelitian kualitatif dilakukan
mulai sejak awal sampai sepanjang prosespenelitian berlangsung. Dalam penelitian
kualitatif tidak ada panduambuku untuk melakukan analisis data, namun secara
umum dalam analisisdata selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada
sepertipengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data
kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian

untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-
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orang Yyang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk
mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan BUM Desa di Desa Pasar V Kebun
Kelapa. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan

sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

3.8.Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2019
sampai dengan bulan Maret 2020. Sesuai dengan judul penelitian Kemampuan
Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan BUMDes di Pasar V
Kebun Kelapa, maka penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasar V Kebun Kelapa,
Kecamatan Beringin, Deli Serdang.
3.9.Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
3.9.1. Sejarah Ringkas Desa Pegajahan

Desa Pasar V Kebun Kelapa merupakan salah satu desa yang berada di
Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pasar
V Kebun Kelapa termasuk salah satu daerah yang strategis yang merupakan daerah
perkembangan kecamatan. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Pasar V
Kebun Kelapa secara umum berupa dataran rendah yang berada pada ketinggian < 50
Mdl diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 32° C. Orbitas dan waktu
tempuh dari pusat pemerintah kecamatan 5,5 Km, jarak dari ibukota Kabupaten 10

Km dan jarak dari Ibukota Provinsi 26 Km.
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Letak pedesaan jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh sekelompok
masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Namun
banyak juga pekerjaan sampingan yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan
sehari-hari mereka. Kehidupan masyarakat desa sangat ketergantungan pada alamnya
serta struktur perekonomian penduduk bersifat agraris.

Mengenai jumlah penduduk Desa Pasar V Kebun Kelapa yang mempunyai
luas sekitar 286 Ha yang didapat dari data desa pada tahun 2019 dengan keseluruhan
penduduk 5310 jiwa dan terdiri dari 1723 kepala keluarga (KK). Dilihat dari peta
Kecamatan Beringin, Desa Pasar V Kebun Kelapa termasuk salah satu daerah yang
strategis yang merupakan daerah perkembangan kecamatan.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Desa Pasar V Kebun Kelapa
merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, terbagi atas 6 (enam) dusun yaitu : Dusun Amal
Bakti, Dusun Bina Karya, Dusun Rahayu, Dusun Lestari, Dusun Sunda, Dusun
Wonogiri.

Adapun batas wilayah Desa Pasar V Kebun Kelapa yang dijabarkan di
bawah ini :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aras Kabu/Sidodadi R

N

Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN II/Tumpatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumpatan/ Aras Kabu

4. Sebelah Timur berbatasan dengan PTP Il dan Desa Sidodadi R
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3.9.2. Visi Misi Desa Pasar V Kebun Kelapa

a. Visi
Adapun visi dari Desa Pasar V Kebun Kelapa yaitu :
“Terwujudnya peningkatan sarana infrastruktur dan pelayanan publik yang
unggul, inovatif dan berkelanjutan”.

b. Misi
Dalam meraih Visi Desa Pasar V Kebun Kelapa seperti yang sudah dijabarkan

diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun

eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pasar V Kebun Kelapa, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Sarana Desa, Pendidikan dan
Pertanian

2. Menjalin Kerja Sama Dengan Lintas Sektoral

3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Dapat di Pertanggung
Jawabkan

3.9.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD

2. Mengajukan rancangan peraturan Desa

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama

BPD
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4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Desa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

5.  Membina kehidupan masyarakat Desa

6. Membina ekonomi desa

7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan;

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa
Tugas Sekretaris Desa :

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa,
memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan
pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Sekretaris Desa :

1. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;

2. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat
menyurat, arsip dan ekspedisi;

3. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
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4. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan
lembaga pemerintahan desa lainnya;

5. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan
dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Bendahara
Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber
pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan
penyusunan APB Desa.
Fungsi :
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
d. Kaur Umum
Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber
pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan
penyusunan APB Desa.
Fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
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Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
Kaur Pembangunan
Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa,
pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta
penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
Fungsi :
Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan
Pengelolaan tugas pembantuan; dan
Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
f. Kaur Pemerintahan
Tugas Kepala Seksi Pemerintahan : membantu Kepala Desa sebagai pelaksana
teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :
Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam
menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan

pengelolaan profil desa.
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g. Kaur Perencanaan

Tugas Kepala Urusan Perencanaan : membantu Sekretaris Desa dalam urusan
perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan :

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.

h. Kasi Pelayanan

Tugas Kepala Seksi Pelayanan :

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan
tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan :

melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

I. Kadus

Tugas Kepala Dusun :

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang
bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dusun :
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pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; mengawasi
pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan; melaksanakan
pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan melakukan upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pembangunan desa.

3.9.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa

KEPALA DESA

H. SUMANTRI, 5.505.1

SEKRETARIS DESA
HARTATI
| | |
KASI KAUR KAUR KAUR KAUR CENDAMARA
peLavanan || perencanasn || PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN UMUM SEHDARAR
SUGIARTO
ADHARIYATI ZULFAN S Ag EDI SANJAYA NENI YUSNIAR HERNI
_l’
1
ﬁ 1 i~
KADUS BINA KADUS AMAL KADUS KADUS KADUS KADUS
KARYA BAKT] WONOGIRI
- _ RAHAYL LESTARI SUNDA _—
SUGIOND SUTKND WARND
SYUHADA RASYID SUPRI
——— )




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh
melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah
disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak
dijawab dalam bab ini adalah bagaimana kemampuan koordinasi kelembagaan
perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa
Pasar V Kebun Kelapa. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk
menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan
penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar
dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua,
penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan penelitian yaitu Kepala
Desa Pasar V Kebun Kelapa, 1 orang pengurus Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Pasar V Kebun Kelapa dan 2 orang masyarakat di Desa Pasar V
Kebun Kelapa.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah
yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam
penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai
permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang

lebih dua minggu.

40
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4.1.1. Deksripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa Pasar V Kebun
Kelapa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Pasar V Kebun
Kelapa dan masyarakat desa Pasar V Kebun Kelapa. Adapun keadaan narasumber
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1

Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO NAMA JABATAN USIA
1 H Sumantri S.Sos.| Kepala Desa 46
2 Ayu Pengurus BUMDes 39
3 Wahyuni Masyarakat 42
4 Hery Masyarakat 50

4.1.2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada
informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan
tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan
pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis

wawancara yang dapat dilakukan.



42

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual
dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan
yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-
data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun
daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam
penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan
permasalahan dalam penel itian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti.

Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

4.1.2.1. Adanya kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam

pengelolaan BUMDes

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019,
dengan bapak H. Sumantri S.Sos.l selaku Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa
tentang pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam
pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa
kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah
berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam
pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan tidak

ada, karena jika ada kendala akan langsung dimusyawarahkan.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang

bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa sebagai penanggungjawab dan



43

pemantau berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku pengambil keputusan atas
kebijakan yang akan diambil terkait BUMDes. Tentang pertanyaan apa saja yang
perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan berhubung
BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa bergerak dibidang ternak kambing maka
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana koordinasi anatara komisaris pengurus

BUMDes serta kelompok ternak dalam mengelola BUMDes tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019,
dengan ibu Ayu, selaku pengurus BUMDes Desa Pasar V Kebun Kelapa. Tentang
pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan
BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa kerjasama antara
kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup
baik. Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes
diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan pasti ada, seperti jarang
hadirnya direktur BUMDes di kantor desa sehingga hanya bisa berkoordinasi melalui

via telepon.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang
bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa adalah sebagai fasilitator dan juga
sebagai monitorin dan mengevaluasi kinerja dari BUMDes. Tentang pertanyaan apa
saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan
pengelolaan orgaisasi yang baik, melihat potensi desa dan masyarakat serta

memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap penuurus BUMDes
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019,
dengan ibu Wahyuni selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa. Tentang
pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan
BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa kerjasama antara
kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik.
Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes
diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan ada, seperti kurangnya

fasilitas, sarana dan prasarana penunjang untuk mengelola BUMDes.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang
bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa sebagai penanggungjawab dan
pemantau berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku pengambil keputusan atas
kebijakan yang akan diambil terkait BUMDes. Tentang pertanyaan apa saja yang
perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan harus saling
kerjasama antar lembaga perangkat desa dan juuga melibatkan masyarakat dalam

menjalankan BUMDes.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019,
dengan Bapak Hery selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa. Tentang
pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan
BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa kerjasama antara
kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik.

Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes
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diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan pasti ada, seperti
terbatasnya kemampuan administrasi  kelembagaan pengurus BUMDes serta

penanganan masalah yang terjadi pada BUMDes yang kurang efektif.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang
bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa adalah sebagai komisaris dimana
kepala desa berperan sebagai penasehat dan memiliki kewenangan untuk meminta
penjelasan pelaksanaan operasional BUMDes. Tentang pertanyaan apa saja yang
perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan yang perlu
diperhatikan adalah keefektifan berjalannya BUMDes ini apakah sudah sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.

4.1.2.2. Adanyasumber daya manusia yang memadai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019,
dengan Bapak H. Sumantri S.Sos.l selaku Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa
tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes
sudah memadai beliau mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola
BUMDes sudah memadai. Tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa
sudah menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau
mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsinya secara

maksimal sesuai yang diharapkan.
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Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika
dipilih sering tidak sinkron lalu bagaimana solusinya beliau mengatakan pemilihan
anggota pengurus BUMDes dilaksanakan melalui musdes dan jika tidak sinkron
dalam bekerja maka akan ditindaklanjuti lebih tegas, pertama diberikan surat
peringatan dan jika tidak bisa dipertahankan maka akan diganti atau diberhentikan.
Apakah pengurus BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus

BUMDes beliau mengatakan para pengurus BUMDes tidak mendapatkan pelatihan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019,
dengan Ibu Ayu selaku Pengurus BUMDes Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang
pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah
memadai beliau mengatakan belum, karena masih banyak pengurus BUMDes yang
tidak memiliki kemampuan dibidangnya namun dijadikan pengurus. Pertanyaan
apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsinya secara maksimal
sesuai yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sebagian perangkat-perangkat desa
belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Terdapat penglimpahan tugas kepada
sesama pengurus dalam mengelola BUMDes dan bekerja tidak sesuai dengan

fungsinya.

Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika
dipilih sering sekali tidak sinkron dalam bekerja lalu bagaimana solusinya beliau
menjawab pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes namun

sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan
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orang yang terkait, mengenai anggota pengurus BUMDes yang sering sekali tidak
sinkron dalam bekerja hal itu akan dimusyawarahkan dahulu melalui rapat antar
pengurus yang kemudian akan dicari slusi terbaik dalam menanggapi hal tersebut.
Pertanyaan tentang apakah pengurus BUMDes mendapatkan pendidikan dan
pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan pengurus BUMDes tidak
pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes dan belajar

secara otodidak di lapangan saja.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019,
dengan lbu Wahyuni selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang
pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah
memadai beliau mengatakan belum, karena masih banyak pengurus BUMDes yang
belum memiliki pengalaman mengelola BUMDes dan telah memiliki pekejaan utama

selain BUMDes.

Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika
dipilih sering sekalin tidak sinkron dalam bekerja lalu bagaimana solusinya beliau
menjawab pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes namun
sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan
orang yang terkait. Pertanyaan tentang apakah pengurus BUMDes mendapatkan
pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan pengurus
BUMDes tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus

BUMDes dan belajar secara otodidak di lapangan saja.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Bapak Hery selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang
pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah
memadai beliau mengatakan belum, masih kurangnya pemahaman pengurus dalam
menjalankan usaha sehingga sering tidak ketemunya solusi dalam mengatasi

permasalahan.

Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika
dipilih sering sekalin tidak sinkron dalam bekerja lalu bagaimana solusinya beliau
menjawab pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes dan diikuti
oleh perwakilan masyarakat. Pertanyaan tentang apakah pengurus BUMDes
mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan
pengurus BUMDes belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam mengurus

BUMDes.

4.1.2.3. Adanya penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Bapak H. Sumantri S.Sos.l tentang pertanyaan bagaimana mekanisme
penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran
penyertaan modal desa ke BUMDes yaitu dengan pemberian modal ke BUMDes

yang dikeluarkan dari APBDes setelah disepakati dalam Musdes. Pertanyaan tentang
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berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau

mengatakan penyertaan maksimal modal ke BUMDes sebesar Rp. 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes bekerjasama dengan perusahaan
atau pihak ketiga beliau mengatakan untuk saat ini BUMDes desa Pasar V kebun
Kelpa belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pertanyaan tentang apakah
BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
beliau mengatakan karena belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga otomatis

tidak akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Ibu Ayu tentang petanyaan bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan
modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal dari desa
ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Pertanyaan tentang berapa penyertaan
minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan penyertaan

modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes mendapatkan keuntungan
dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan BUMDes desa Pasar V
Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga.
Pertanyaan tentang apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan karena belum menjalin kerjasama

dengan pihak ketiga otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Ibu Wahyuni tentang pertanyaan bagaimana mekanisme penyaluran
penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal
dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Pertanyaan tentang berapa
penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan

penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes mendapatkan keuntungan
dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan BUMDes desa Pasar V
Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga.
Pertanyaan tentang apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan karena belum menjalin kerjasama

dengan pihak ketiga maka desa tidak akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Bapak Hery tentang pertanyaan bagaimana mekanisme penyaluran
penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal
dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Pertanyaan tentang berapa
penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan

penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes mendapatkan keuntungan

dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan BUMDes desa Pasar V
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Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga.
Pertanyaan tentang apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan pasti, karena setiap kerjasama

tentunya akan mengharapkan keuntungan.

412.4. Adanya partisipasi masyrakat dan pemberdayaan masyrakat

sebagai mitra pemerintah desa

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Bapak H. Sumantri S.Sos.l tentang pertanyaan bagaimana Kketerlibatan
masyarakat dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan mengenai keterlibatan
masyaakat dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat dari ikut sertanya masyarakat
menjadi anggota pengurus BUMDes dan juga dengan adanya kelompok ternak yang
mengelola BUMDes. Pertanyaan tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan BUMDes beliau mengatakan yang menjadi fokus dalam pemberdayaan

masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan kemandirian masyarakat.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan
masyarakat desa beliau mengatakan pendekatan yang digunakan dalam
pemberdayaan masyarakat desa adalah pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang
apakah pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau

mengatakan bisa namun untuk saat ini belum ada.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Ibu Ayu tentang pertanyaan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan BUMDes mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
BUMDes vyaitu dengan adanya kelompok ternak yang menjalankan BUMDes dan
sebagian masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes. Pertanyaan tentang apa
yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan fokus
pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam ber-UKM dengan memberikan pelatihan.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan daam pemberdayaan
masyarakat desa beliau mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan
pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang apakah pemberdayaan masyarakat dapat
dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau mengatakan pemberdayaan masyarakat bisa
saja dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini pemberdayaan masyarakat

hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Ibu Wahyuni tentang pertanyaan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan BUMDes beliau mengatakan bahwa mengatakan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan adanya kelompok ternak
perdusun untuk mengembangkan usaha desa. Pertanyaan tentang apa yang menjadi
fokus dalam pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan fokus dalam

pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan yang menjadi fokus
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pemberdayaan masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri yang berjiwa

wirausaha.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan
masyarakat desa beliau mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat, desa
menggunakan pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang apakah pemberdayaan
masyarakat dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau mengatakan pemberdayaan
masyarakat bisa saja dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini

pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019
dengan Bapak Hery tentang pertanyaan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan BUMDes beliau mengatakan bahwa mengatakan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan ikut andilnya masyarakat
menjadi anggota pengurus BUMDes. Pertanyaan tentang apa yang menjadi fokus
dalam pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan fokus dalam pemberdayaan
masyarakat desa adalah untuk mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan

perekonomian.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan daam pemberdayaan
masyarakat desa beliau mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat, desa

menggunakan pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang apakah pemberdayaan
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masyarakat dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau mengatakan pemberdayaan
masyarakat tentu bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini belum ada
kerjasama ataupun kegiatan yang melibatkan orang ketiga dalam memberdayakan

masyarakat.

4.2. Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan
tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian
dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh
selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian
yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang kemampuan
koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes di desa Pasar V
Kebun Kelapa. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap
permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraiankan hasil analisa

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Adanya kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam

pengelolaan BUMDes

Bedasarkan hasil wawancara tentang adanya kerjasama antara kelembagaan
perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa yang
mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan

BUMDes sudah berjalan dengan baik. Dan tidak adanya hambatan/kendala dalam
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pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa, karena jika ada kendala
akan langsung dimusyawarahkan. Kepala Desa disini berperan sebagai
penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku
pengambil keputusan atas kebijakan yang akan diambil terkait BUMDes. Hal-hal
yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan
berhubung BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa bergerak dibidang ternak
kambing maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana koordinasi anatara
komisaris pengurus BUMDes serta kelompok ternak dalam mengelola BUMDes

tersebut.

Narasumber lain mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat
desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik. Dan ada
hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa
beliau mengatakan pasti ada, seperti jarang hadirnya direktur BUMDes di kantor desa
sehingga hanya bisa berkoordinasi melalui via telepon. Kepala Desa juga berperan
sebagai fasilitator dan juga sebagai monitorin dan mengevaluasi kinerja dari
BUMDes. Hal yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau
mengatakan pengelolaan orgaisasi yang baik, melihat potensi desa dan masyarakat

serta memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap penuurus BUMDes

Narasumber lain mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat
desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik. Hambatan/kendala

dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau
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mengatakan ada, seperti kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang untuk
mengelola BUMDes. Kepala Desa berperan sebagai penanggungjawab dan pemantau
berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku pengambil keputusan atas kebijakan
yang akan diambil terkait BUMDes. Hal yang perlu diperhatikan agar BUMDes
dapat berkembang beliau mengatakan harus saling kerjasama antar lembaga

perangkat desa dan juuga melibatkan masyarakat dalam menjalankan BUMDes.

Narasumber lain mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat
desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik. Hambatan/kendala dalam
pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan pasti
ada, seperti terbatasnya kemampuan administrasi kelembagaan pengurus BUMDes serta
penanganan masalah yang terjadi pada BUMDes yang kurang efektif. Kepala Desa
berperan sebagai komisaris dimana kepala desa berperan sebagai penasehat dan
memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan pelaksanaan operasional BUMDes. Hal
apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan
yang perlu diperhatikan adalah keefektivan berjalannya BUMDes ini apakah sudah
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.

4.2.2. Adanya sumber daya manusia yang memadai

Bedasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya manusia, perangkat-
perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai serta telah menjalankan
fungsinya dengan baik dan maksimal sesuai dengan yang diharakan. Pemilihan anggota

pengurus BUMDes dilaksankan melalui Musdes dan jika tidak sinkron dalam bekerja
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maka akan ditindak lanjuti lebih tegas, pertama diberikan surat peringatan dan jika tidak
bisa dipertahankan maka akan diganti atau diberhentikan. Mengenai pendidikan dan

pelatihan, para pengurus BUMDes belum mendapatkan pendidikan maupun pelatihan.

Narasumber lain mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola
BUMDes belum memadai, karena masih banyak pengurus BUMDes yang tidak
memiliki kemampuan dibidangnya namun dijadikan pengurus. Sebagian dari perangkat
desa belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Terdapat penlimpahan tugas
kepada sesama pengurus dalam mengelola BUMDes dan bekerja tidak sesuai dengan
fungsinya. Pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui Musdes namun
sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan orang
yang terkait. Serta para pengurus BUMDes belum mendapatkan pendidikan dan

pelatihan dalam mengurus BUMDes dan belajar secara otodidak di lapangan saja.

Narasumber lain mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola
BUMDes belum memadai, karena masih banyak pengurus BUMDes yang belum
memiliki pengalaman mengelola BUMDes dan telah memiliki pekejaan utama selain
BUMDES. Pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes namun
sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan orang
yang terkait. Para pengurus BUMDes juga sama sekali belum mendapatkan pendidikan

maupun pelatihan dalam mengurus BUMDes.
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Narasumber lain mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola
BUMDes juga belum memadai, masih kurangnya pemahaman pengurus dalam
menjalankan usaha sehingga sering tidak ketemunya solusi dalam mengatasi
permasalahan. Pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes dan diikuti
oleh perwakilan masyarakat. Para pengurus BUMDes belum mengikuti pendidikan dan

pelatihan dalam mengurus BUMDes.

4.2.3. Adanya penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes

Bedasarkan hasil wawancara tentang penyertaan modal dalam pembentukan
BUMDes mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes yaitu dengan
pemberian modal ke BUMDes yang dikeluarkan dari APBDes setelah disepakati dalam
Musdes. Penyertaan maksimal modal BUMDes dari APBDes adalah sebesar Rp.
120.000.000. Untuk bekerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga saat ini BUMDes
desa Pasar V kebun Kelpa belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan otomatis

tidak akan mendapatkan keuntungan.

Narasumber lain mengatakan bahwa penyaluran penyertaan modal dari desa ke
BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Penyertaan minimal dan maksimal modal
BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000. BUMDes desa Pasar V Kebun
Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga oleh karena itu

otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan.
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Narasumber lain mengatakan bahwa penyaluran penyertaan modal dari desa ke
BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Penyertaan minimal dan maksimal modal
BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000. BUMDes desa Pasar V Kebun

Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga.

Narasumber lain mengatakan bahwa penyaluran penyertaan modal dari desa ke
BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu
sebesar Rp 120.000.000. BUMDes desa Pasar V Kebun Kelapa belum menjalin
kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga dimana jika melakukan kerjasama
dengan pihak ketiga tentu akan mendapatkan keuntungan, karena setiap kerjasama

tentunya akan mengharapkan keuntungan.

4.2.4.Adanya partisipasi masyrakat dan pemberdayaan masyrakat sebagai
mitra pemerintah desa
Narasumber lain mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
BUMDes vyaitu dengan adanya kelompok ternak yang menjalankan BUMDes dan
sebagian masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes. Fokus pemberdayaan
masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berUKM
dengan memberikan pelatihan. Dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan
pendekatan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat bisa saja dilaksanakan oleh pihak
ketiga namun untuk saat ini pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh

pemerintahan desa.
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Narasumber lain mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
BUMDes yaitu dengan adanya kelompok ternak perdusun untuk mengembangkan usaha
desa. Fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan yang menjadi
fokus pemberdayaan masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri yang berjiwa
wirausaha. Dalam pemberdayaan masyarakat, desa menggunakan pendekatan
kemandirian. Pemberdayaan masyarakat bisa saja dilaksanakan oleh pihak ketiga namun
untuk saat ini pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
BUMDes vyaitu dengan ikut andilnya masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes.
Fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk mensejahterahkan
masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat tentu bisa
dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini bellum ada kerjasama ataupun
kegiatan yang melibatkan orang ketiga dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan-penyataan tersebut, maka penulis menilai bahwa
koordinasi antara kelembagaan perangkat desa belum berjalan optimal dalam
pengelolaan Badan Usaha Miilik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa. Dan
dikaitkan dengan teori Stoner (1986:175) koordinasi adalah proses pemaduan tujuan dan
kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam
suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Dengan kata lain,
koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan berbagai unit

organisasi guna mencapai cita-cita organisasi.



BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka
penyimpulan akhir tentang kemampuan koordiniasi kelembagaan perangkat desa
dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pasar V Kebun

Kelapa belum berjalan dengan baik, dengan melihat hal-hal sebagai berikut:

a. Kerjasama antara kelembagaan perangkat desa di desa Pasar V Kebun Kelapa
dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara efektif sesuai yang
diharapkan.

b. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga Desa,
terutama para pelaksana BUMDes. Tidak ada jadwal rutin pertemuan para
Lembaga Desa untuk membicarakan BUMDes, komunikasi dilakukan hanya
pada saat urgent saja.

c. Sumber Daya Manusia yang mengelola BUMDes di desa Pasar V Kebun
Kelapa belum memadai

d. Masih banyaknya pengurus BUMDes yang berkerja tidak sinkron sesuai
dengan fungsinya serta terjadi pelimpahan tugas terhadap satu pengurus.

e. Penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes di desa Pasar V Kebun Kelapa

sudah terlaksana dengan baik
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f. Tingginya partisipasi masyarakat serta terlaksananya pemberdayaan masyarakat
sebagai mitra pemerintah desa yang baik
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang kemampuan koordinasi

kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
(BUMDes), maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Lebih meningkatkan kerjasama antara kelembagaan perangkat desa di desa
Pasar V Kebun Kelapa dalam pengelolaan BUMDes dengan menggunakan
manajemen yang baik agar pelaksanaan berjalan secara efektif sesuai yang
diharapkan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola
BUMDes di desa Pasar V Kebun Kelapa dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan keahliannya. Dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.
3. Mengoptimalkan penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes di desa
Pasar V Kebun Kelapa agar program dapat terlaksana dengan baik
4. Lebih mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung terlaksananya

pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang baik



DAFTAR PUSTAKA

Anantanyu, Sapja. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan
Kapasitasnya. Sepa. VII (2): 109-190

Anom Surya Putra, 2015. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif
Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia
Bahri. 2008. Konsep dan Definisi Konseptual.:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Burhan Bungin. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi). Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung:
Alfabeta.

Downey, David. W dan Steven Erickson. 1998. Manajemen Agribisnis (terjemahan).
Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga

Hadari Nawawi. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.

Kartodihardjo, Hariadi. 2006. ‘Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan’. Dalam e-journal Vol.3 No. 1

Pakpahan 1990 dalam Nasution 2002. Jakarta: Revleksi Diversikasi Dalam Teori
Ekonomi dalam Suryana (Penyunting) Diversifikasi Pertanian Dalam

Prospek mempercepat laju pembangunan nasional. Pustaka Sinar Harapan

Purnamasari, Hanny, dkk. 2016. ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa’.
Dalam Jurnal Politikom Indonesiana Vol.1 No.2



Purnomo, Joko. 2016. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa). Jakarta: Tim Infest

Sayuti, Muhammad. 2011. ‘Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Pengentasan

Kemiskinan di Kabupaten Donggala’. Dalam Jurnal Academia Fisip. No. 2.

Hal. 717-728
Sondang P. Siagian, 1993. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
Stoner, James A.F. 1986. Manajemen (terjemahan): Jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta

Tambunan, Toman. 2015. Pemimpin dan Kepemimpinan. Yogyakarta: Graha limu

B. Peraturan

1. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-

undang Desa.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertibdan mekanisme

pengambilan keputusan Musyawarah Desa.



4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan,

dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha

Milik Desa pasal (5)

C. Internet

1. http://etheses.uin-malang.ac.id/11809/1/14130051.pdf
(dilihat pada tanggal 26-12-2019)

2. http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-

anda-ketahui/

(dilihat pada tanggal 28-12-2019)

2. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11017/4/BAB%20l.pdf

(dilihat pada tanggal 28-12-2019)

2. http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/11430/5226
(dilihat pada tanggal 02-01-2020)

3. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1488
(dilihat pada tanggal 06-01-2020)

4 http://mardianpratamal0.blogspot.com/2012/10/definisi-kelembagaan.html

(dilihat pada tanggal 12-02-2020)



MAJL
UNIVERSITAS [N;LIHN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILM AMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jalan Kapten rduchu;h,s'i Ho:3Hs SOSIAL DAN ILMU POLITIK
. 3 Medan 20238 Telp,
Website: hnp:llwww.um‘::.l(:j;) “2:?:;1}:“::l:l):rg::soui?.l:oo.zo1 il
PERMOHON Sk-3
AN
SEMINAR PROPOSAL S -

Yih *
Kﬂ’"da ' y  JO Januan'
Bapﬂk Dekan FISIP UMSU Medan, ... o eeeeeeeeenene 2020
di
Medan: .

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang b < . )
[imu PoliﬁngMSU 5 ya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

Nama lengkap FEéH Veronika Damanik

NPM it

NPM e g
mengajukan permohonan _mengikuti Seminar Proposal Skripsi e Surat
Deetapan Judul Skripsl dm Pembiubing No. 1o. :.zé./Slpcs/ln.gmsbiogfr/zo/;?anmggal

.................. o, Janvan  d030.................... dengan judul sebagai berikut :

....... Keman van_Koordnag Kelembogamn Fempgher Cecs. Deter
........./_%rf’gét(?/.?fn...??ﬁ’eo....f’.{ffﬁ.?.....’.’:;/':f...@?rﬁ.....(..6.".’.4{.0.?52.....‘({....% ...............
ol l ....’?.'é.v.o....(fe/.r;ee...,/fe’.fﬁmt?n...@fcf.cy.in..c..@y.z/fn...?‘.”.‘..%’.:’m....
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat PenetapanJ udul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan; )
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripst; |
7. Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya
ucapkan terima kasih. Passalam.
Pemohon,“/ i

Scanned by TapScanner



L e Y

PEND -
UNIVERSITAS MUHAMMA Dyt SUMATERA
UT.
FAKULTAS ILMU Sos|AL pay 10 ARA
Jalan Kapten Muchtar Bas“r’: :o. 3 Medan 20235 Telp. (061) g6; Mu POLITI K
lebsite: hnp:”ww-llmsu‘“ “ 245
—_— z

SURAT PENETAPAN JU
D
DAN PEMBIMBI;JIL SKRIPS|
Nomor : 10'023/SK”I'3-AU/UMSU-03/F/2019

. imu Sosial dan Ilmu Politik Up;
as mversitas My, 3
ammadiyah Sumatera U

tara

. 1yl ’
pkv™o ot Keputusan  Dekan  Fak
g [0 surat A : akultas Timy i
ST NSUA201S Tl 15 Rabil Avwal 144 1y 53 g K Nomor
\’.\_.k‘['d.us' Ketua ;r(,ir‘llll?k§lu?lldllmu Aqmlﬂistrasi Publik tertan ? .November 2018 dan
,.w"l,muncx;wk:mﬂ‘ ul skripst dan pembimbing penulisan untyk n%fahas}si‘; ba m‘bl:: i
sebagai berikut :

40
¥ o

: FEBY VERONIKA DAMANIK

siswa

S 1603100110
M o IImu Administrasi Publik
' VI (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020

st -
. KEMAMPUAN KOORDINASI KE

sripst o e . LEMBAGAA
S Sur DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHI: :«Ellfﬁ(ml;)'::g:

(BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN Kg
QUINEED 55 BESL Fana) KELAPA KECAMATAN

iobing - Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

{.mdemikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

senulisan skripsi harus me_menuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan
soimana tertuang di  dalam  Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor:

shagaim

79SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.

ctapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak i
ok sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. |

Yasa Kadaluarsa tanggal: 30 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 04 Jumadil Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

Y
T
&
apg

1l .
"™ Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
¥bs. i Medan;

—
Scanned by TapScanner

V_E}{



MAJELIS PENDIDIKAN TINGG]
NIVgRSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2 Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Jalai Website: http:liwww.umsu.acid  E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN e
~ JUDUL SKRIPSI
- Medan, X0 Jsonter 2019
" . o, Mol Qe :
! Ketua JUTe
by

Assalamualaikum wr. wb.

mat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

»

agan ho

?:EiLgUMSU: ' Te\)g . o i
NP g

NPM
Jyrusant

%:bung:xn sks

jan permohonan persetujuan judul skripsi :

{oenpean Kardinag eembogaan Yﬂmgka{ O Ocdan fengelolacn

i Uk ik P (GUMDes) & Degz fogar v gbun Kelapa M
faancien.tmingin_« Del_ Cerdang

bingn prtsppdl Monproiad tetoddap etertublan fembainguoat des
§ dew ?em*arg Yhae

it kengnpuon fifvasional delam etingattaq Koege %aquwan
X om T b

Sasama permohonan ini saya lampirkan :
4bukti lunas beban SPP tahap berjalan; ‘

L Keny

sy uan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
i Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Roaas
xfl:ir:'k,;fnl“h[ permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan
“"assalam,

¥ndaes

M Pemohon,

gy - Dekan untuk ,
Ul dan Pembimbing. \},% M

L)

(.f?‘.’f...‘.’??%'.\%.?‘?mnﬁt.“)

Puk sty Do e bl

Y

Wy, e, )

) Slel
€iah 5
“udul gse. s
k & qndﬁ.dasemnn oleh Ketua Jurusan. __‘

Scanned by TapScanner



T OO TG B OTeR —_

Program studi
Hari, Tanggal
Waktu

Tempat

Pemimpin Seminar

: llmu Administras| Negara

Jum'at, 24 Januari 2020
09.00 WIB s/d. Selesai

Scanned by TapScanner

Ruang Kuliah Gedung C UMSU

Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

Mahasiswa

ELFA SAFIRA

1603100103

Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELUARAHAN KOTA

MEDAN

SOPIAH RAZMA NASUTION

1603100051

DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT

1603100036

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos,
M.SP

IMPLEMENTAS| PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM
RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA
PADANG SIDIMPUAN

MAULINA SARTIKA

1603100003

DEDI AMRIZAL, §.Sos, M.Si

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos,
M.SP

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 UEL
RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

FEBY VERONIKA DAMANIK

1603100110

SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si,, Ph.D.

me>Zuc>zxoomc_z>m_xmrm;w>o>>z_umm>zo§._.cmm> 0>§é
PENGELOLAAN BADAN UDAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR
KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN, DELI SERD,

4.Kom.



~

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN iLMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6510430 Ext, 200-201 Fax. (081) 6625474
Website: htip:iwww.umsu.acid  E-mall; rektor@umsu.ac.id

g Cerdas q%‘rp‘nd) "
Bila menjawab sural ini agar d-ubunu;n
nomor dan tanggainys

Sk-5
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
Nama lengkap : Feb\( Neronka Oamanik
NPM “ \bo3loowo

Jurusan “Ww Adwini cbross Rblik
Judul Skripsi - Kemampon Yoordinasi Welembagaan Qogkot Deser Dalamn

— Poofldaan bodon Uicho Mtk Do (rungee) 4 Do foar V' Klon Yelope
s

No. | Tanggal Kegiatan Advis/Bimbingan Par, f Pembimbing
f—t e :
.\
L[ (a9 Bombuatan fenetoan (Napping ) i Tereat fengithan

3\[10. 206 | Biotingpn Poposal don Rectoiton dart B 1 - o
09(D|-Joéb %(,a\% lator Belorung Mosaloh
15 [o1- 2020 | Reoarton Kerangra forcep can  Codtor Rstoke,

3 [o1- 30| e Geminer Hoposal

99(0\-9690 Blmbingan Dm‘c{ Wawancarc

30 [o1- 2 | A Drags  wawancaes

F [oa -3t Binbingon  Hag! Fenetiban 4y Rembehoan
9. og(oé-%ﬂo Pertaivan Bab V-V

o[04 (th-5e | A Sepy

Scanned by TapScanner



MAJELIS PENDIDIK AN
UNIVERSITAS MUH

FAK AMMADIYAR g1y
ULTAS ILMU SOSJAL pp LATERA UTaRa

Jalan Kapten Muchtar Basri No, 3 Mean 2023
Website: wwmmg&‘”m 1) 6610450 Ext 200,21 gy, (061) 6625474
PERMOHONAN yjp4 5 SKRIPS] e
h.
:’ﬁ‘lﬂm FISIP UMSU _ Medan, 04/%"3"20?0 :
8
Medan-

Assalamy ‘alaikum wr. wh,

Dengan hormat, saya yang bertanda t i
o politik UMSU:
Nama lengkap
NPM
Program Studi
Alamat rumah

Telp: ..Z02/0293295" —_—
dngan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan
pa;ymtan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;

2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;

5. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;

4 Foto Copy Ijuzah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;

5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;

6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;

1. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;

& Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;

5. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.

0. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2: dan Melampirkan yang Aslinya.
I1. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;

2. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 =8lembar
13, Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
M. Terlampir Photocopy K'TP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya
¥3pkan terima kasih, Wassalam.

a.n. Reklor-
Dekan, Wakil Rektor - 1

NATRIY © Can N T l\ “l SH. h’-“um)
LN ) (D .




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSIYAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
i No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450
Tk Bm\‘m:sm: http:liwww.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN
Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Tlmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

: ; Veronikp  Daman'k
Nama lengkap § aliaforvios :
Tempat, tgl. lahir  : wa*aqgmm L) ﬁ(ﬂlﬂn L —
Agama - Islam/KristenficatoicHmdu/Budha®
Status Perkawinan : Kath/Belum Kawin/Dudarfanda®
NPM : e 100310010

£ ppe Pemafangsantar

..... Telp/HP. .DIF] 3122557
Pckerjaan/Instansi  : Hahﬂﬁfwc‘
Alamat Kantor 4 T DT RTINS R SRIRPTRO IR RN IS O

Alamat Rumah ¢ o dl. Ao h...

U0 0:T) 5 1 R——
melalui surat permohonan tertanggal ..., telah mengajukan permohonan
menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan

sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan dari Penguji.

3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan
ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.

4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan

dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga
Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

i . Fax. (051) 6625474
Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201
R Website: hitp:/iwww.umsu.ac.ld Emall: rektor@umsu.ac.id

Bida motjawab surst inl ot dsebuhan
namae dan langgaleya

BORANG DATA ALUMNI

1. DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP Teby Wronike Pamanik
TEMPAT DAN TGL. LAHIR Imdlonagamtar , b Tc‘bua» /999
AGAMA [
SUKU BANGSA Bahak _ &medungun
1. KEMAHASISWAAN
TAHUN MASUK UMSU Ll6
NPM leoz 100110
JURUSAN Iy Adminicag e -
ASAL SEKOLAH SWf Pulov Rerayan lorol — Medon
ALAMAT SEKOLAH - Brlal Upng 1.3 Medan
MENDAPAT BEASISWA BEASISWA TA. Rp.
(el 5 UMSD) BEASISWA TA. Rp.
BEASISWA TA. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI
JADWAL UJIAN SKRIPSI HARI  Raby TANGGAL It Marel 220
NILAVIPK/PREDIKAT NILAI : IPK : 3,55 PREDIKAT: A
JUDUL SKRIPSI 7 Koems ke bacpon Rkt D= Dl
fbgdm Babn lkeha Mick Dese CeowDss) o Dee

Pocar v ey Felape Beingn, Qb Serdang

IV. KETERANGAN KELUARGA

STATUS SIPIL KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMUISTRI® WAFAT TAHUN

PEKERJAAN TERAKHIR

JUMLAH ANAK KANDUNG PRIA....... ORANG, WANITA ....... ORANG = ....... ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS

TELEPON/P
NAMA AYAH Kattin  Camank
NAMA IBU | @0 lulan Hagvhon
PEKERJAAN ORANG TUA Whagacte
ALAMAT RUMAH & KODE POS J. Fron 8k 808 Pometabuntar
TELEPON/HP 086 ol CF

V. KETERANGAN PEKERJAAN
PEKERJAAN

JABATAN DI INSTANSI
NAMA, INSTANS
ALAMAT INSTANSI
TELEPON/FAX INSTANSI




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama - Feby Veronika Damanik

Tempat/Tgl Lahir - Pematangsiantar/ 26 Februari 1999

NPM - 1603100110

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat - J1 Aman No.2 Kec. Siantar Timur Pematangéiantar
Anak Ke #

Nama Orang Tua

Ayah - Katibin Damanik

Tbu - Sari Bulan Nasution

Alamat - 71 Aman No.2 Kec. Siantar Timur Pematangsiantar
Pendidikan Formal

I —

1. SDN 122371 Pematangsiantar
2. SMP Negeri 2 Pematangsiantar
3. SMK SwastaPulau Berayan Darat Medan

4. Kuliah pada Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Tlmu Administrasi
Negara (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan,)&Februari 2020

FEBY VERONIKA DAMANIK






WO "INE4TINZ "Na 'dSW "$08'S ‘H3 uq \ WH'W 'HS

5 /
N,

vefnenved *

W 0202 125N 20
; ATH QR 2 ‘vepon A ~HuEpE SN

YEYLN YE3LYINS ISNIAOYd ISW
NYHYVINY3d NYVIO3AN3d LANS 10 (SdSE8) YAYOYMS NYHYINY3d YWIGYNSIN ¥ 'S0 e Y
ISYINILLS NYNLNYE W7HO0Ud NYYNVSHYI3d YIH3NIN SYLINBYINNNY w53 IV 1G3g

¥OYQ38 ONYOK3S NILYCNEVH 1 NINONLYIT3 S -
SISYBY38 NYNYAY13d SYLIALLY333 NYXLYNONINZIN YHONVY : 41 “S08'S ‘NIGaHYe]| ...
1Y1Y0 8102 NNHYL 55 HOVON N3QIST¥d NYSNLYN3d ISYINZNTTdI YAIQYYHYI YONYNY dI'S "HVIYIVHA VN

‘aud "ISW J(NPE(»%— 900004£094 w HIBHON I4VS VAVIWY3d HLYY | S}

£00004£094 % wyisvs vnviv| o
5200046095 M\ NNz | 2

TYLYN ONIIVONVIY NILYENSYN 5 P
10 ¥IXyYd ISNSI | 2 i . ‘503§’ A s
0 HINUYd ISNEYL3Y ZIHYL NYAWHINI NYHNLYdIN HNNSINSH YXONYY momw:_<~_mz< amo_ HIN 'S03°S ‘NIQANY4VAS a_wxsmzxf_.zz

¥YT¥O Z10Z NNHYL 91 BOVON L1YdNG NYSNLYA3d ISYINZHI ehI
VEYIN &5_
SYAY ONVOYd 10 HYGYS NYYIOTSONIA NYYYOONTTBANAVIONYY | ooy <R KN 'S05'S NIGNYAVAS| vt “HS 'ATIaMLYvIN val| ve000Lc0ss YVO3HIS LINVAV vasnd | 71
FITYQ 2402 NAHYL 18 HOMOM HYNINSHEd NVENLYE3d ISYLNNIdn
ONVON3S 1730'NIONINZE NVAVINVOIN Va3 NNG3A %
dY I 'IavNSIN N 'a] 0110012081 NINVVYQ YXINOB3A A83: b 1

A ¥YSYd ¥S30 10 (S30WNE) ¥S3Q ¥NiN YHYSN NVaVE NVW10139N3d TYd IS “WZHVAS|dS W “508°S ‘NIGQIHVININ

WYTYQ YS3Q LYAONYY3d NYVOVENT 13N ISYNIGHOON NYNAINYINaX
Bl Irny v 11PNSN3d
1edpyg |npnp o Lt 2 .;._.z..n emsjseyey; eweN N
IPNON3d WIL %0%0d JOwoN
NSWN dISId gy Bueny : jedway
1esa}eS 'P's 08720 : npem
0202 10JeN L1 'nqey  : |ebbue) ‘veH

Aliqnd 1seasiuiwpy nwyj 1pnis wesbod

6Z0Z/4/£0-NSNNNY-E IVONN/ZYZ - JOWON

MILI'TOd NINTINYVA TVISOS NI SY.LTINAVA
VIVLN VIZLVINNS HYAIAVWINVHNIW SVLISHAAINN

0I-4S

:lu-‘ e e . — .o




